BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2024
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, ketentuan
mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan
fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 108
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toraja Utara,
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi, sehingga
perlu diganti;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4874);




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Taghun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan

Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik -

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 194};

Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor &
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja
Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 116)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Toraja Utara Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja
Utara Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Toraja Utara Tahun 2024 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara
Nomor 131},




Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

o B

N o

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Toraja Utara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Toraja Utara.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Toraja Utara.

Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Daerah.

Aparatur Sipil Negara adalah Profesi bagi pegawail
negeri sipil dan pegawai perjanjian dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Pejabat Manajerial adalah kelompok jabatan yang
memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan
memiliki pegawai yang berkedudukan langsung
dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Pejabat Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan
yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis
sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggungjawab
langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja
pegawai.
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BAB il
KEDUDUKAN

Pasal 2

Badan merupakan unsur Penunjang urusan
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Badan.

Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan, terdiri atas:
a. kepala badan;
b. sekretariat badan terdiri atas:
1. subbagian program dan anggaran;
2. subbagian keuangan; dan
3. subbagian umum dan kepegawaian.
c. bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter
bangsa;
d. bidang politik dalam negeri;
e. bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama
dan organisasi kemasyarakatan;
f. bidang kewaspadaan nasional dan penanganan
konflik; dan
g. kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB iV
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Badan

Pasal 4

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati
melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas
di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah
Daerah.




(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1}, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan

g.

bangsa dan polittk sesuai dengan Lketentuan
peraturan perundang-undangan;

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam mnegeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan
dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan,
sertua pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan

. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan

ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan  politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri
dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi Bupati;
pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan;
dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
sesuai dengan bidang tugasnya.

(3} Uraian tugas Kepala Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi: .
a. menyusun rencana kegiatan Badan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
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mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

memantau, mengawast dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas; v
mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
merumuskan kebijakan teknis di bidang kesatuan
bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

melaksanakan kebijakan di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan
dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan,
serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan
penanganan konflik sosial sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
menyelenggarakan koordinasi di bidang pembinaan
ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan
kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketghanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang
pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri
dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan
ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan
kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat
beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi
organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
sosial sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

memfasilitasi forum koordinasi Bupati;
melaksanakan proses administrasi kesekretariatan
Badan;
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menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi
dengan lembaga pemerintah dan nonpemerintah
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi Kepala Badan;

.menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala
Badan dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
mempuyai tugas membantu Kepala Badan dalam
memberikan pelayanan administratif di lingkungan
Badan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a.

b.

€.

f.

pengoordinasian dan penyusunan program dan
anggaran Badan;

pelaksanaan hubungan masyarakat dan
keprotokolan Badan;

c. pelaksanan pengelolaan keungan Badan;
d.

pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha,
rumah tangga dan aset Badan;

pengelolaan urusan ASN Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:

a.

b.

taud]

menyusun rencana Kkegiatan sekretariat sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk
mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;
mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
mengoordinasikan dan menyusun program dan
anggaran Badan;
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melaksanakan  hubungan  masyarakat dan
keprotokolan Badan;

melaksanakan pengelolaan keungan Badan;
melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan
tata usaha, rumah tangga dan aset Badan;
melaksanakan pengelolaan urusan ASN Badan;
melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretaris;

menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas

Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 1
Subbagian Program dan Anggaran

Pasal 6

(1) Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh kepala
subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan koordinasi penyusunan program, anggaran,
pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan
monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan
kinerja.

Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

{2)

a.

b.

menyusun rencana kegiatan subbagian program
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

. memantau, mengawasi dan = mengevaluasi

pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
program untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf

dan/atau menandatangani naskah dinas;
mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
menyiapkan bahan  koordinasi penyusunan
program dan anggaran; .

mengelola data dan informasi terkait dengan
penyusunan program dan anggaran;

melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan
penyusunan program dan anggaran;
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i. menyusun laporan kinerja Badan;

j. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi .
Subbagian Program;

k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
subbagian program dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan’
perumusan kebijakan; dan

l. melakukan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang .
tugasnya.

Paragraf 2
Subbagian Keuangan

Pasal 7

(1) Subbagian keuangan dipimpin oleh kepala subbagian
keuangan yang mempunyai tugas melakukan
pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi,
verifikasi dan pembukuan.

(2) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksnd
pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran .
subbbagian keuangan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberikan petunjuk
pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan = mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian
kenangan untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

d. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani

naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; -

mengelola keuangan Badan; -

melakukan penatausahaan keuangan Badan;-

. melakukan proses akuntasi Badan;~

melakukan verifikasi terhadap laporan keuangan v

Badan;

j. melakukan pembukuan terhadap proses keuangan
Badan;

k. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Subbagian Keuangan;

= o I
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l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
Subbagian Keuangan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan:dan

m. melakukan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Paragraf 3
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

(1) Subbagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh
seorang kepala subbagian yang mempunyai tugas
melaksanakan urusan persuratan, tata usaha
pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol,
perlengkapan dan rumah tangga, aset, serta
pengelolaan kepegawaian.

(2) Uraian tugas kepala subbagian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan
kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan *
tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

¢. memantau, mengawasi dan  mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian-
umum dan kepegawaian untuk mengetahui
perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf -

dan/atau menandatangani naskah dinas;

. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;-

* f. melakukan proses administrasi surat-menyurat di

lingkup Badan; .

g memfasilitasi dan mengkoordinasikan tata usaha
pimpinan;
h. mengarsipkan dokumen yang terkait dengan
kepegawaian Badan;

melakukan hubungan masyarakat;

melakukan keprotokoleran Badan;

menyusun rencana kebutuhan perlengkapan

Badan;

I melakukan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
Subbagian umum dan kepegawaian;

@
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m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas
subbagian umum dan kepegawaian dan
memberikan saran pertimbangan kepada atasan
sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

n. melakukan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan
dan Karakter Bangsa

Pasal 9

(1) Bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter
bangsa dipimpin oleh seorang kepala bidang yang
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan
di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara,
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebhangsaan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala bidang menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Daerah;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter v
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, -
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kehangsaan di wilayah Daerah;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, -
karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka
tunggal ika dan sejarah kebangsaan di wilayah
Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan
sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1); meliputi:

a. menyusun rencana Kegiatan bidang ideologi,
wawasan kebangsaan dan karakter bangsa sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
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mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi  dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang
ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter”
bangsa  untuk  mengetahui  perkembangan
pelaksanaan tugas;

menyusun rancangan, mengoreksi, memarafd_
dan/atau menandatangani naskah dinas;

mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; ~
menyusun program Kkerja di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter-
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Daerah;
merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Daerah;
melaksanakan kebijakan di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Daerah;
melaksanakan koordinasi di bidang ideologi,
wawasan kebangsaan, bela negara, Lkarakter
bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal
ika dan sejarah kebangsaan di wilayah Daerah,
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela
negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan,
bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di
wilayah Daerah;

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter
bangsa;

menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang

ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter.
bangsa dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

7,
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Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 10

Bidang politik dalam negeri dipimpin oleh kepala
bidang mempunyai tugas membantu Kepala Badan
dalam melaksanakan penyiapan pengoordinasian
perumusan  kebijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan  demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala daerah serta
pemantauan situasi politik.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), kepala bidang, menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan  partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala Daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah Daerah;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
pendidikan  politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan .
pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah
serta pemantauan situasi politik di wilayah Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala Daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala Daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah Daerah;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik,




f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh 5
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pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah
serta pemantauan situasi politik di wilayah Daerah;

pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a.

b.

menyusun rencana kegiatan bidang politik dalam
negeri sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; *

mendistribusikan  dan  memberi petunjuk

pelaksanaan tugas;

. memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang politik -

dalam negeri untuk mengetahui perkembangan
pelaksanaan tugas;

- menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf

dan/atau menandatangani naskah dinas;
mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
menyusun program kerja di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala Daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah Daerah;
menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
pendidikan  politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah
serta pemantauan situasi politik di wilayah Daerah;

. melaksanakana kebijakan di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan -

demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala Daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah Daerah;

melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan
politik, etika budaya politik, peningkatan
demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan,
perwakilan dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum kepala Daerah serta
pemantauan situasi politik di wilayah Daerah;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
di bidang pendidikan politik, etika budaya politik,
peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintahan, perwakilan dan partai politik,
pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah
serta pemantauan situasi politik di wilayah Daerah;

iy
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k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi

bidang politik dalam negeri;
1. menilai kinerja pegawai ASN sesuai denganﬁ
ketentuan peraturan perundang-undangan; v

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang
politik dalam negeri dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

Bagian Kelima
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 11

Bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama dan
organisasi kemasyarakatan dipimpin oleh seorang
kepala bidang, yang mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian  perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pelaksanaan pemantanan dan evaluasi di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama  dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran organisasi masyarakat,
pemberdayaan organisasi masyarakat, evaluasi dan
mediasi sengketa organisasi masyarakat, pengawasan
organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat
asing.

Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kepala Bidang menyelenggarakan

fungsi:

a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan
organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi
sengketa organisasi masyarakat, pengawasan
organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat
asing di wilayah Daerah;

b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat

=
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kepercayaan serta  pendaftaran  organisasi
masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat,
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi
masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat
dan organisasi masyarakat asing di wilayah
Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan
organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi
sengketa organisasi masyarakat, pengawasan
organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat
asing di wilayah Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta,
pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan
organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi
sengketa organisasi masyarakat, pengawasan
organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat
asing di wilayah Daerah;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayatv
kepercayaan serta  pendaftaran  organisasi
masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat,
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi
masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat
dan organisasi masyarakat asing di wilayah
Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh .
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a. menyusun rencana kegiatan bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, agama dan organisasi:
kemasyarakatan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi  petunjuk
pelaksanaan tugas;

c. memantau, mengawasi dan = mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi

\
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kerukunan wumat beragama dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran organisasi
masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat,
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi
masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat
dan organisasi masyarakat asing;

menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas; .
mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; v
menyiapkan bahan dan menyusun program kerja
di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan  serta  pendaftaran  organisasi
masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat,
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi
masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat
dan organisasi masyarakat asing di wilayah
Daerah;

menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran organisasi
masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat,
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi
masyarakat, pengawasan organisasi masyarakat
dan organisasi masyarakat asing di wilayah
Daerah,;

melaksanakan kebijakan di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan
organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi
sengketa organisasi masyarakat, pengawasan
organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat
asing di wilayah Daerah,;

melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan
penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan
umat beragama dan penghayat kepercayaan serta
pendaftaran organisasi masyarakat, pemberdayaan
organisasi masyarakat, evaluasi dan mediasi
sengketa organisasi masyarakat, pengawasan
organisasi masyarakat dan organisasi masyarakat
asing di wilayah Daerah;

melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya,
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fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan  serta  pendaftaran  organisasi
masyarakat, pemberdayaan organisasi masyarakat,
evaluasi dan mediasi sengketa organisasi
masyarakat, pengawasan organisasi mas dan
ormas asing di wilayah Daerah;

k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama-
dan organisasi kemasyarakatan,;

. menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepala
bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama
dan organisasi kemasyarakatan dan memberikan
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

-

Bagian Keenam

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

(1)

(2)

Pasal 12

Bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik
dipimpin oleh kepala bidang mempunyai tugas
melakukan penyiapan perumusan kebijakan Daerah,
pengoordinasian  perumusan kebijakan  Daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemanfauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah, dan pelaksanaan pembinaan administrasi di
bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,
fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), kepala bidang menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan
dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing,
o tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah Daerah;
b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang
kewaspadaan dini, kerja sama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
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Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
Daerah;

pelaksanaan Lkehijakan di bidang kewaspadaan
dini, kerja sama. intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah kabupaten
Toraja utara;

pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan
dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing dan Lembhaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah Daerah;
pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di
bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
Daerah; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas kepala bidang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:

a.

e

menyusun rencana kegiatan bidang kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk
pelaksanaan tugas;

memantau, mengawasi dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas dalam lingkungan bidang
kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf
dan/atau menandatangani naskah dinas;
mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang
kewaspadaan  dini, kerja  sama  intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar
negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
Daerah;

melaksanakan Lkebijakan di bidang kewaspadaan
dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing,
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tenaga kerja asing dan Lembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah Daerah;

h. melaksanakan koordinasi di hidang kewaspadaan
dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga Lkerja asing dan Ilembaga asing,
kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi
kelembagaan bidang kewaspadaan, serta
penanganan konflik di wilayah Daerah;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan
di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen,
pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan
Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar

negara, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah
Daerah;

j. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan deteksi dini,
pemantauan situasi, penelusuran data dan
informasi masalah strategis, analisis dan
peringatan dini, pemetaan wilayah konflik,
penanganan konflik dan penanganan hal lain yang
sedang atau yang akan mengganggu keamanan,
ketentraman, kedamaian dan ketertiban di Daerah;

k. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan
lembaga pemerintah dan nonpemerintah dalam

- rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
bidang kewaspadaan nasional dan penanganan
konflik;

1. menilai kinerja pegawai ASN sesuai dengan

) ketentuan peraturan perundang-undangan;
m. menyusun laporan hasil pelaksanaan ingas kepala
. bidang kewaspadaan nasional dan penanganan
konflik dan memberikan saran pertimbangan
kepada atasan sebagai bahan perumusan
kebijakan; dan

n. melaksanakan tugas Kkedinasan lainnya yang
diperintahkan atasan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

(1) Badan dapat memhentuk sejumlah kelompek jabatan
fungsional dan pelaksana sesuai dengan kebutuhan
dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.



(2)

(1)

(1)

(2)

(3)
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Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melaksanakan
tugas pada masing-masing bidang jabatan fungsional
dan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan herpedoman pada
pengaturan sistem kerja.

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 14

Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang
ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat Manajerial dan Pejabat Nonmanajerial dalam
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, serta menerapkan prinsip hierarki,
koordinasi, kerjasama, integrasi, sinkronisasi,
simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta
efektifitas dan efisiensi, sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan;

Pejabat Manajerial dalam lingkungan Badan
mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka
meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan
tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua
Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan
dan Pengawasan

Pasal 15

Pejabat Manajerial, dalam lingkungan Badan
melaksanakan tugasnya, melakukan pengendalian dan
evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara
berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

Pejabat Manajerial dan Pejabat Nonmanajerial dalam
lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk dan
arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara
berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat
waktu kepada atasan masing-masing.

Pejabat Manajerial, dalam lingkungan Badan
melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.




BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Toraja Utara Nomor 108 tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
tata Kerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, (Berita
Daerah Kabupaten Torgja Utara tahun 2021 Nomor 108)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja
Utara.

Dite:{'.a\&kan di Rantepao
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HHRADAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 17
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